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Abstrak

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap
pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan
ekonomi, 2) untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pengangguran secara
langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan 3) untuk
menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pengangguran secara langsung dan tidak
langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumpulan data dalam penelitian
ini dilakukan dengan penelitian pustaka. Analisis data dilakukan dengan uji regresi. Hasil
penelitian: 1) indikator makroekonomi (pengeluaran pemerintah) berpengaruh negatif, baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Jika pengeluaran
pemerintah bertambah maka pengangguran akan berkurang, 2) upah minimum berpengaruh
positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Jika upah
minimum meningkat maka pengangguran juga akan meningkat, dan 3) demografis secara
langsung berpengaruh positif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis
meningkat maka pengangguran juga meningkat. Demografis secara tidak langsung
berpengaruh negatif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis melalui investasi
dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pengangguran akan berkurang.
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PENDAHULUAN

Pengangguran memang merupakan masalah yang rumit bagi setiap negara, tidak
terkecuali bagi Indonesia. Permasalahan seputar pengangguran memang selalu menjadi
pokok masalah sosial di negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran umumnya
terjadi akibat dari jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan
yang mampu menyerapnya. Sebagai akibatnya timbul masalah-masalah sosial yang dapat
merugikan personal maupun negara.

Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu
dipecahkan dalam perekonomian Negara Indonesia. Bertambahnya jumlah penduduk yang
semakin besar setiap tahunnya membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja sama
dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, dan juga diikuti
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bertambahnya tenaga kerja. Pengangguran dimulai ketika penduduk usia muda telah
memenuhi syarat untuk bekerja (Axelrad, dkk, 2018). Oleh karena itu pemerintah harus segera
memikirkan masalah pengangguran ini, sehingga dapat memutuskan langkah-langkah yang
strategis sebagai upaya penanganan permasalahan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga
kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Februari 2019 sebesar 6,82 juta orang dan
meningkat menjadi 6,88 juta orang pada Februari 2020.

Masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika
pertumbuhan ekonomi ada, maka secara langsung akan menyerap tenaga kerja. Tetapi jika
pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya hanya mampu menyerap tenaga lebih kecil dari
jumlah pencari kerja, maka akan menyebabkan adanya sisa pencari kerja yang tidak
mendapatkan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat.
Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi akan mempengaruhi stabilitas nasional setiap
negara. Sehingga tiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada
tingkat yang wajar. Dalam teori makro ekonomi, masalah pengangguran pada pasar tenaga
kerja yang juga dihubungkan dengan keseimbangan antara tingkat upah dan tenaga kerja.
Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak
mungkin dihilangkan. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 2-3% itu berarti bahwa
perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) (Sukirno,
2007).

Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi angka pengangguran adalah
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang
yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional rill.
Sukirno (2007) dalam analisis makro menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang
dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional rill yang dicapai
oleh suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu
negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang
mengalami pertambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil
masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun
sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan
Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional (Tambunan,
2012).

Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian
tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan
Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah
Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen. Sementara pada Triwulan I 2020 ekonomi
Indonesia tumbuh 2,97% dan turun pada Triwulan II 5,32% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pengeluaran pemerintah dapat dikatakan sebagai alat intervensi pemerintah terhadap
perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran
pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran
pemerintah suatu negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan pemerintah.
Pengeluaran pemerintah memberikan gambaran tentang pengeluaran pemerintah atas
fasilitas dan pelayanan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, biasanya setiap
tahun (Jeff-Anyeneh & Ibenta, 2019).

Pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja
pembangunan. Selain itu, keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan
oleh besarnya pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Investasi
atau penanaman modal adalah pembelian barang-barang modal dan perlengkapan produksi
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untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam
perekonomian. Investasi disebut sebagai engine of growth, oleh karena itu tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan
investasi karena investasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Aurangzeb &
Hagq, 2012).

Pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh sektor industri yang menyerap
banyak tenaga kerja. Salah satu hal yang terkait antara pelaku industri dan pekerja adalah
upah minimum. Pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat pada umumnya
mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. Pekerja atau
buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat
memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu
para pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih
besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008). Kebijakan Upah Minimum telah
menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju
maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi
kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Selain itu yang menjadi tantangan
ke depan adalah banyaknya jumlah pencari kerja yang didorong perubahan demografi di
Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk
terbanyak di dunia. Salah satu keuntungan yang didapat Indonesia dari banyaknya jumlah
penduduk adalah bonus demografi yang merupakan akibat dari besarnya proporsi penduduk
usia produktif. Pengertian bonus demografi itu sendiri adalah ledakan penduduk usia
produktif yaitu (usia 15 - 64 tahun), dimana tidak semua negara yang ada dunia mengalami
kejadian bonus demografi. Indonesia akan mengalami bonus demografi yang diperkirakan
akan terjadi pada tahun 2020 - 2035 dimana jumlah usia angkatan kerja (15 - 64 tahun)
mencapai sekitar 70%, sedangkan sisanya sebesar 30% adalah penduduk usia tidak produktif
(yaitu usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) (BKKBN, 2020).

Bonus demografi ini dapat menjadi sebuah keuntungan besar bagi Indonesia, namun
pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas melalui pendidikan,
pelatihan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Apabila tidak mampu menghadapi kehadiran
bonus demografi maka yang terjadi ialah ledakan pengangguran usia produktif dan
meningkatnya beban pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial. Namun demikian, bonus
demografi ini juga dapat memunculkan masalah lain yakni bertambahnya jumlah
pengangguran.

Dengan demikian, Teori Keynes diambil sebagai grand theory karena teori ini dapat
mencakup semua variabel yang akan dikaji. Teori Keynes menyatakan bahwa pengangguran
yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya kekurangan permintaan umum terhadap
barang dan jasa, sehingga tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Dalam
keadaan perekonomian yang tidak berkembang, permintaan akan barang dan jasa dalam
masyarakat menurun yang mengakibatkan produksi perusahaan juga menurun. Kondisi ini
menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terpakai yang berakibat pada pengangguran.
Menurunnya tingkat produksi akan berdampak pada menurunnya tingkat upah. Dengan
adanya defisiensi permintaan agregat maka menyebabkan terjadinya pengangguran
(Suhendra dan Wicaksono, 2016).

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan
tingkat permintaan agregat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan
pekerjaan, pendapatan masyarakat akan meningkat dan mendorong daya beli masyarakat
sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Penyediaan lapangan kerja dimaksudkan untuk
mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat dapat terjaga dan
diharapkan mampu untuk mengatasi pengangguran (Sukirno, 2004).

Tinjauan Literatur
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Indikator Makroekonomi

Makroekonomi menurut Nanga (2005) merupakan cabang ilmu ekonomi yang
menelaah perilaku dari perekonimian atau tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan
(aggregate), termasuk di dalamnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian
atau kegiatan ekonomi agregat tersebut. Menurut Bakti, dkk (2010:12) kebijakan makro
ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai keiikutsertaan pemerintah dalam memacu
kehidupan ekonomi selalu dihadapkan kepada masalah pertumbuhan, inflasi, dan
pengangguran sebagai central issues macroeconomic. Dengan kata lain bahwa yang menjadi
masalah pokok dalam ekonomi makro dan mencakup keseluruhan variabel variabel dalam
ekonomi makro adalah masalah pertumbuhan, inflasi dan pengangguran.

Berdasarkan pendapat Nanga (2005) dan Bakti, dkk (2010) dapat disimpulkan bahwa
indikator makro ekonomi merupakan statistik yang menunjukkan status ekonomi sebuah
negara tergantung pada area tertentu dari ekonomi seperti industri, pasar tenaga kerja,
perdagangan, dan lainnya. Indikator dalam makro ekonomi mencakup pertumbuhan, inflasi
dan pengangguran.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebenarnya merupakan masalah perekonomian jangka panjang,
dan oleh Simon Kuznets, seorang ahli ekonomi terkemuka di Amerika Serikat yang pernah
memperoleh hadiah Nobel menyatakan bahwa, proses pertumbuhan ekonomi tersebut
dinamakannya sebagai Modern Economic Growth dimana dalam periode tersebut, dunia
telah mengalami perkembangan pembangunan yang sangat nyata apabila dibandingkan
dengan periodeperiode sebelumnya (Ramayani, 2015). Indikator yang digunakan untuk
mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto
(PDB). Terdapat beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan bukan
indikator lainnya seperti pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator
pertumbuhan. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB yang digunakan
adalah data PDB atas harga konstan. Dengan menggunakan data atas dasar harga konstan,
maka pertumbuhan PDB semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang di
hasilkan perekonomuan pada suatu periode tertentu.

GDP mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang di produksi oleh sumber daya
yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, GDP sering digunakan
sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu negara
dan dapat dibandingkan antara satu negara dengan negara lain dengan mengkonversikannya
menjadi satu mata yang sama (Richard & Toly, 2013).

Investasi

Tendelilin (2001:1) mengemukakan bahwa “investasi adalah komitmen atas sejumlah
dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh
sejumlah keuntungan dimasa datang”. Sementara Ahmad (2014:3) mengartikan investasi
sebagai “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau
keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.

Berdasarkan pendapat Tendelilin (2001), Ahmad (2014), dan (Jogiyanto, 2003) dapat
disimpulkan bahwa investasi merupakan pengorbanan yang dilakukan pada hari ini untuk
memperoleh manfaat lebih baik di waktu yang akan datang. Investasi merupakan persiapan
keuangan dengan penanaman modal dengan membeli suatu bentuk produk yang bukan
untuk dikonsumsi dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.

Pengeluaran Pemerintah
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Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah pengeluaran oleh
pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah
untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya
untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran pembangunan.
Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja
pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran
subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk
bagian lain, dan pengeluaran tak terduga. Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari
kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian
dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya
yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah (Sukirno,
2004).

Upah Minimum

Sumarsono (2003) mengemukakan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai
imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau
dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu
persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian
kerja antara pengusah dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu
sendiri maupun untuk kelurganya.

Adapun tujuan ditetapkannya upah minimum menurut Asyhadie (2007) yaitu: 1)
untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu
hubungan kerja, 2) Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang
sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan, 3) Untuk mendorong
kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan, 4)
Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan, dan
5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

Pemerintah menetapkan upah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para
pekerja, upah ini diberi nama upah minimum. Bagi sebagian pekerja, upah minimum ini tidak
berpengaruh karena mereka sudah menikmati upah di atas upah minimum. Bagi sebagian
lainnya, terutama yang tidak terdidik dan tidak berpengalaman hal ini berpengaruh, karena
upah minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan sehingga
berpotensi meningkatkan pengangguran (Mankiw, 2006).

Demografis

Demografi menurut Hauser dan Duncan (Adioetomo dan Samosir, 2013) adalah ilmu
yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-
perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas
(fertilitas), mortalitas, dan gerak teritorial (migrasi). Demografi sangat erat kaitannya dengan
penduduk usia kerja dan jumlah populasi dalam sautu wilayah (Prskawetz & Sambt, 2014).
Demografi menurut Adioetomo dan Moertiningsih (2005) mencakup berbagai hal seperti
jumlah, persentase kenaikan, jenis kelamin, umur, pekerjaan, kesehatan, angka kelahiran,
gaya hidup, perkawinan dan lain-lain hal tentang pendudukan.

Menurut Adioetomo dan Samosir (2013) demografi dipengaruhi oleh fertilitas,
mortalitas, dan migrasi. Demografi mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-
perubahan penduduk atau segala hal yang berhubungan dengan komponen-komponen
perubahan, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur
dan jenis kelamin. Demografi menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data
kependudukan. Dengan teknik tersebut dapat diperoleh perkiraan keadaan penduduk di
masa depan atau di masa lampau.
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Pengagguran

Pengangguran menurut Mankiw (2006:154) adalah “masalah makroekonomi yang
mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat”. Bagi
kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan
psikologis. Pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme harga di
pasar bebas yang dapat menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran
(supply). Pengangguran dapat pula terjadi dikarenakan alokasi sumber daya yang kurang
tepat (Gilarso, 2004).

Hipotesis Penelitian

H; = Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pengangguran secara langsung dan

tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum berpengaruh terhadap pengangguran secara langsung dan tidak

langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.

H; = Demografis berpengaruh terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung
melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.

H»

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dalam
bentuk analisis jalur dengan data runtun waktu (time series) dalam periode tahunan yaitu
tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia. Penelitian berupa pengambilan data
sekunder dari situs Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Indonesia, World Bank, dll. Waktu
penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data perekonomian di Indonesia. Sampel
dalam penelitian ini berdasarkan variabel-variabel yang digunakan yakni pengeluaran
pemerintah,upah minimum,investasi,pertumbuhan ekonomi,pertumbuhan
penduduk(demografis), dan pengagguran.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan
diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai sumber
lainnya sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Model persamaan simultan menurut Mankiw, dkk (1992) dapat dilihat sebagai berikut:
Model Persamaan dari penelitian ini dapat dilihat dari persamaan berikut:

AT L0 O00. O30, &% TN (4.1)
YN 0. 0. O30, €5 NN (4.2)
YT O 230 210 435 23 VN (4.3)
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Dimana:

X; = Pengeluaran Pemerintah
X, = Upah Minimum

X3 = Demografis

Y; = Investasi

Y, = Pertumbuhan Ekonomi
Y; = Pengangguran

Hasil Penelitian
Pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dianalisis dengan

menggunakan aplikasi AMOS untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.
Hasil uji antara variabel independen dan variabel dependen disajikan pada table berikut:

Tabel 5.1 Pengaruh Antar Variabel

Koefisien thitung Probability
Investasi «—  Pengeluaran 0.713 4.223 e
Pemerintah
Investasi «— Upah Minimum -1.576 -7.889 b
Investasi < Demografis 0.845 7.221 b
Pertumbuhan Ekonomi <« 1.663 9.861 e
Pengeluaran Pemerintah
Pertumbuhan Ekonomi <« -0.861 -6.648 i
Upah Minimum
Pertumbuhan Ekonomi <« 2.337 11.732 e
Demografis
Pengangguran < Pengeluaran -0.807 -5.773 o
Pemerintah
Pengangguran — Upah 1.807 8.536 e
Minimum
Pengangguran < Demografis  3.571 14.944 h

Tabel 5.2 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Independen ke Variabel

Dependen
Hubungan Variabel = Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Pengaruh Total
Langsung
Pengeluaran -1.384** -0.297%* -1.675%**
Pemerintah —
Pengangguran
Upah Minimum — 0,785*** 0,153%*** 0.938***
Pengangguran
Demografis — 2,466%** -0.362%** 2.104***
Pengangguran

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian menggunakan AMOS 26, tahun 2021
Analisis antar variabel dan analisis hubungan langsung dan tidak langsung antara
variabel independen dan variabel dependen disajikan pada table berikut:

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran
Hasil uji pada Tabel 5.1 menunjukkan nilai probabilitas (P) < 0,05 yang berarti
pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Berdasarkan Tabel
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5.2 pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung terhadap pengangguran dengan nilai
koefisien -1.384. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap pengeluaran pemerintah mengalami
kenaikan 1 persen maka pengangguran akan mengalami penurunan sebesar 1.384 persen.
Sementara pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran
melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien -0.291 yang berarti
setiap pengeluaran pemerintah melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami
kenaikan 1 persen maka secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran sebesar 0.291
persen. Pengaruh total pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran sebesar -1.675, yang
berarti setiap pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1 persen, secara
langsung dan tidak langsung akan mengurangi pengangguran sebesar 1.675. Dengan
demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima yang berarti pengeluaran pemerintah
berpengaruh signifikan terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui
investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran

Hasil uji pada Tabel 5.1 menunjukkan nilai probabilitas (P’) < 0,05 yang berarti upah
minimum berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Berdasarkan Tabel 5.2 upah
minimum berpengaruh langsung terhadap pengangguran dengan nilai koefisien 0,785. Nilai
ini menunjukkan bahwa setiap upah minimum mengalami kenaikan 1 persen maka
pengangguran akan mengalami peningkatan sebesar 0,785 persen. Sementara pengaruh tidak
langsung upah minimum terhadap pengangguran melalui investasi dan pertumbuhan
ekonomi menunjukkan nilai koefisien 0,153 yang berarti setiap upah minimum melalui
investasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 1 persen maka secara tidak
langsung akan menaikkan pengangguran sebesar 0.291 persen. Pengaruh total upah minimum
terhadap pengangguran sebesar 0.938 yang berarti setiap upah minimum mengalami
peningkatan sebesar 1 persen, secara langsung dan tidak langsung akan menaikkan
pengangguran sebesar 0.938. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima yang
berarti upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pengangguran secara langsung dan
tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Demografis terhadap Pengangguran

Hasil uji pada Tabel 5.1 menunjukkan nilai probabilitas (P) < 0,05 yang berarti demografis
berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Berdasarkan Tabel 5.2 demografis
berpengaruh langsung terhadap pengangguran dengan nilai koefisien 2,466. Nilai ini
menunjukkan bahwa setiap demografis mengalami kenaikan 1 persen maka pengangguran
akan mengalami peningkatan sebesar 2,466 persen. Sementara pengaruh tidak langsung
demografis terhadap pengangguran melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi
menunjukkan nilai koefisien -0.362 yang berarti setiap demografis melalui investasi dan
pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 1 persen maka secara tidak langsung akan
menurunkan pengangguran sebesar 0.362 persen. Pengaruh total demografis terhadap
pengangguran sebesar 2.104 yang berarti setiap demografis mengalami peningkatan sebesar
1 persen, secara langsung dan tidak langsung akan menaikkan pengangguran sebesar 2.104.
Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima yang berarti demografis
berpengaruh signifikan terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui
investasi dan pertumbuhan ekonomi

Pembahasan

Pengeluaran pemerintah (X;) dan investasi (Y1)

Hasil uji menunjukkan nilai thiwng sebesar 4,223. Nilai didistribusikan pada a = 0,05
dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai twner sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil thitung
> tubel Yakni 4,223 > 2,446. Dengan nilai p < 0,05 maka pengaruh yang diberikan bernilai
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signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh
signifikan terhadap investasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Siregar
(2016) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap investasi.

Pemerintah dapat mengalokasikan pengeluarannya ke dalam modal investasi untuk
meningkatkan sektor industri dan lainnya. Kebijakan ini sebgaimana dinyatakan dalam teori
Keynes bahwa pemerintah memegang peranan dalam mengatur peredaran uang. Uang yang
beredar dapat digunakan sebagai modal investasi untuk mendorong sektor produksi.

Peranan investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta sangat penting
dalam pembangunan ekonomi, karena kegiatan investasi tidak hanya atau meningkatkan
permintaan agregat tetapi juga akan meningkatkan pemasaran agregat melalui pengaruhnya
terhadap kapasitas produksi. Dengan meningkatnya kapasitas produksi. Produktivitas juga
akan meningkat, sehingga dalam perspektif waktu yang lebih panjang investasi akan
meningkatkan capital stock, dimana setiap penambahan stock capital akan meningkatkan pula
kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output yang pada gilirannya akan
meningkatkan kesempatan kerja (Sukirno, 2004).

Pengeluaran pemerintah (X;) dan pertumbuhan ekonomi (Y>)

Hasil uji menunjukkan nilai thitung sebesar 9.861. Nilai didistribusikan pada a = 0,05
dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai twunel sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil thitung
> tubel Yakni 9.861 > 2,446. Dengan nilai p < 0,05 maka pengaruh yang diberikan bernilai
signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan
penelitian Anitasari dan Soleh (2015) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap pemerintah menaikkan pengeluarannya
maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.

Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak
perekonomian. Pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan dapat mengatur berbagai
kebijakan perekonomian untuk mendorong pertumbuhannya. Pengeluaran yang dilakukan
pemerintah akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan pengeluaran
yang produktif, maka perekonomian akan bertumbuh dengan meningkatnya produksi barang
dan jasa. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan
barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor
produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan
menambah jumlah barang modal. Disamping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat
perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan
(Sukirno, 2006).

Penelusuran Harrod-Domar terhadap model pertumbuhan ekonomi di negara maju
menemukan bahwa akumulasi investasi dan tabungan nasional merupakan faktor penentu
pertumbuhan ekonomi. Hal ini berkait dengan karateristik investasi sebagai akselerasi dalam
menciptakan pendapatan yang juga disebut dampak permintaan, serta proses multiplier
dalam memperbesar akumulasi modal yang juga disebut dampak penawaran (Suyana, 2013).
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan kemampuan suatu daerah untuk
memproduksi barang dan jasa. Peningkatan produksi ini akan meningkatkan kebutuhan input
tenaga kerja, sehingga akan memperluas penyerapan kesempatan kerja.

Pengeluaran pemerintah (X;) dan pengangguran (Y3)

Hasil uji menunjukkan nilai thitung sebesar 5.773. Nilai didistribusikan pada a = 0,05
dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai twre sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil thitung
> tubel Yakni 5.773 > 2,446. Dengan nilai p < 0,05 maka pengaruh yang diberikan bernilai
signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh
signifikan terhadap pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Jirang, dkk
(2018) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat
pengangguran, peningkatan pengeluaran pemerintah akan mengurangi tingkat
pengangguran.
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Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan pengeluaran pemerintah berpengaruh
negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Pengaruh
langsung pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran sebesar -1.384 dan pengaruh tidak
langsung sebesar -0.291. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh langsung
pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran lebih besar daripada pengaruh tidak
langsung pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran melalui investasi dan
pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah berperan langsung dalam
mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengangguran yang berarti
jika pengeluaran pemerintah bertambah maka pengangguran akan berkurang. Hal ini
dikarenakan pengeluaran pemerintah di berbagai sektor ekonomi dapat membuka lapangan
pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga jumlah pengangguran dapat
berkurang.

Keynes menyatakan, dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mendorong
berbagai sektor produksi untuk menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akan
berkurang. Pengeluaran pemerintah dapat dibelanjakan sebagai modal investasi untuk
mengoptimalkan kegiatan-kegiatan produktif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
Dengan banyaknya kegiatan produksi maka kesempatan kerja akan terbuka lebar sehingga
dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Upah Minimum (Xz) dan investasi (Y1)

Hasil uji menunjukkan nilai thiwng sebesar 7.889. Nilai didistribusikan pada a = 0,05
dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai tuner sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil thitung
> tubel Yakni 7,889 > 2,446. Dengan nilai p < 0,05 maka pengaruh yang diberikan bernilai
signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan
terhadap investasi. Pengaruh yang diberikan bernilai negatif yang berarti kenaikan upah
minimum akan menyebabkan turunnya tingkat investasi. Dalam penelitian Rahmawati (2013)
dikemukakan peningkatan upah minimum bisa saja menurunkan investasi dikarenakan
tingginya biaya produksi yang akan dikeluarkan perusahaan sehingga keuntungan yang
diperoleh investor berkurang.

Keynes menyatakan, dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mengatur upah
minimum dan mendorong berbagai sektor produksi. Namun demikian, kenaikan upah akan
membuat biaya produksi makin tinggi yang dapat meningkatkan harga produk. Naiknya
harga produk berpengaruh terhadap konsumen yang akan mengurangi pembelian bahkan
berhenti menggunakan produk yang bersangkutan. Hal ini akan berdampak pada investor
karena keuntungan yang diinginkan menurun. Turunnya investasi memengaruhi sektor
produksi sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga berkurang,.

Upah Minimum (Xz) dan pertumbuhan ekonomi (Y2)

Hasil uji menunjukkan nilai thitung sebesar 6.648. Nilai didistribusikan pada a = 0,05
dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai twure sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil thitung
> tibel Yakni 6,648 > 2,446. Dengan nilai p < 0,05 maka pengaruh yang diberikan bernilai
signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh yang diberikan bernilai negatif yang berarti
kenaikan upah minimum akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi. Hasil
penelitian ini sejalan dengan temuan Luthfi dan Agustin (2021) yang menyatakan upah
minimum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan upah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kurangnya produksi
akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang lesu dan kurangnya kesempatan kerja. Keynes
menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian,
terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Dengan kebijakan pemerintah, maka
perekonomian dapat tumbuh dengan baik.
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Upah Minimum (Xz) dan pengangguran (Y3)

Hasil uji menunjukkan nilai thiung sebesar 8,536. Nilai didistribusikan pada a = 0,05
dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai twner sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil thitung
> tubel Yakni 8,536 > 2,446. Dengan nilai p < 0,05 maka pengaruh yang diberikan bernilai
signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan
terhadap pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Panjawa dan Soebagiyo
(2014) yang menyatakan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pengangguran.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan upah minimum berpengaruh positif, baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Upah minimum
berpengaruh positif terhadap pengangguran yang berarti jika upah minimum meningkat
maka pengangguran juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan kenaikan upah minimum
akan menjadi beban bagi perusahaan karena biaya untuk gaji karyawan akan bertambah
sehingga pengeluaran juga akan bertambah. Dengan alasan tersebut perusahaan tidak
menambah jumlah tenaga kerjanya atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja yang
mengakibatnya bertambahnya jumlah pengangguran.

Pengangguran terjadi karena adanya kekakuan wupah (wage rigidity) vyaitu
ketidakmampuan upah dalam melakukan penyesuaian sampai di titik ekuilibrium, di mana
penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Pengangguran yang
disebabkan kekakuan upah akibat penyesuaian antara jumlah pekerja yang menginginkan
pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Namun, meningkatnya tingkat upah membuat
penawaran tenaga kerja bertambah, sehingga membuat permintaan tenaga kerja berkurang.
Akibatnya terjadi surplus tenaga kerja atau pengangguran. (Mankiw, 2012).

Peningkatan upah minimum membuat harga tenaga kerja juga ikut meningkat, hal ini
membuat perusahaan menjadi terbebani dengan komponen upah pegawai. Perusahaan
menilai bahwa upah yang diberikan semakin lama semakin besar. Maka perusahaan
mengurangi rekrutmen tenaga kerja baru dan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja
(PHK) terhadap pegawai yang sudah bekerja yang menyebabkan jumlah pengangguran
bertambah. Keynes menyatakan pengaturan upah minimum yang tepat dapat menyerap
tenaga kerja sehingga pengangguran akan berkurang,.

Demografis (X3) dan investasi (Y1)

Hasil uji menunjukkan nilai thiwng sebesar 7,221. Nilai didistribusikan pada a = 0,05
dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai tuner sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil thitung
> tubel Yakni 7,221 > 2,446. Dengan nilai p < 0,05 maka pengaruh yang diberikan bernilai
signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa demografis berpengaruh signifikan terhadap
investasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Wahyuni dan Pramono (2021) yang
menyatakan demografi berpengaruh terhadap investasi.

Pertambahan penduduk dapat menjadi hal yang positif dimana banyaknya tenaga
kerja yang tersedia. Tenaga kerja tersebut dapat mengisi berbagai sektor produksi untuk
menghasilkan berbagai jenis barang. Keberadaan tenaga kerja yang produktif dapat menjadi
keuntungan tersendiri bagi investor. Investor dapat berinvestasi pada sektor padat karya yang
dapat membantu mengurangi pengangguran. Pertambahan penduduk juga akan
meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Dalam teori Keynes,
peningkatan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan permintaan agregat yang
mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang bertumbuh akan menarik bagi investor
untuk menanamkan modalnya.

Demografis (X3) dan pertumbuhan ekonomi (Y2)
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Hasil uji menunjukkan nilai tniung sebesar 11,732. Nilai didistribusikan pada a = 0,05
dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai twbel sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil thitung
> traber yakni 11,732 > 2,446. Dengan nilai p < 0,05 maka pengaruh yang diberikan bernilai
signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa demografis berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Yunianto (2021) yang
menyatakan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, jika pertumbuhan penduduk meningkat maka akan mendorong
pertumbuhan ekonomi.

Keynes memandang pentingnya peredaran uang dalam meningkatkan perekonomian.
Banyaknya uang yang beredar akan mendorong permintaan dan memacu pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada adanya pertambahan penduduk yang akan
memperluas pasar serta mendorong spesialisasi yang pada gilirannya akan menghasilkan
pertambahan output atau hasil (Smith, 2012). Faktor yang dapat digunakan untuk
menjelaskan hubungan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu penawaran
tenaga kerja (labor supply), peran perempuan, dan modal manusia. Penawaran tenaga kerja
yang cukup besar harus ditunjang oleh kesempatan kerja yang memadai, karena jika tidak
maka pengangguran terbuka akan semakin meningkat. Faktor kedua, menyatakan bahwa
perempuan mempunyai peran yang besar dalam pengendalian kelahiran melalui
keikutsertaan mereka dalam ber KB. Mengikuti KB merupakan jalan untuk mewujudkan
harapan hidup sejahtera menjadi kenyataan. Perempuan lebih memilih memiliki anak yang
berkualitas dibandingkan jumlah yang besar, sehingga mereka kemudian mampu ikut terjun
ke pasar kerja. Di sisi yang lain mutu modal manusia menjadi salah satu kunci untuk
pemanfaatan bonus demografi yang terjadi. Tanpa mutu modal manusia yang baik, maka
kesempatan kerja tidak dapat dimanfaatkan dengan baik (Bloom, 2003).

Demografis (X3) dan pengangguran (Y3)

Hasil uji menunjukkan nilai thiwung sebesar 14,944. Nilai didistribusikan pada a = 0,05
dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai twne sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil thitung
> trabel yakni 14,944 > 2,446. Dengan nilai p < 0,05 maka pengaruh yang diberikan bernilai
signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa demografis berpengaruh signifikan terhadap
pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Prasaja (2013) yang menyatakan
jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan demografis secara langsung berpengaruh
positif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis meningkat maka pengangguran
juga meningkat. Demografis secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap
pengangguran yang berarti jika demografis melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi
mengalami peningkatan maka pengangguran akan berkurang. Namun secara keseluruhan,
demografis berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hal ini dikarenakan pertambahan
jumlah penduduk membutuhkan lapangan kerja untuk menampung setiap orang untuk
bekerja, namun kenyataannya lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menyerap semua
penduduk usia produktif.

Jumlah penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pengangguran terus
meningkat. Jumlah penduduk yang terus meningkat, menyebabkan banyak penduduk yang
masuk dalam kategori angkatan kerja yang jika tidak disertai dengan penciptaan lapangan
kerja baru, maka akan banyak penduduk yang tidak memperoleh pekerjaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh
Keynes. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat
memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Keynes menekankan
pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama
dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat
digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk
mengurangi pengangguran. Jika pengeluaran pemerintah meningkat maka uang yang
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beredar juga akan bertambah yang mendorong meningkatnya permintaan agregat. Selain
itu, bertambahnya uang yang beredar dapat digunakan sebagai modal investasi yang dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah juga dapat
mengatur upah minimum dan mendorong berbagai sektor produksi untuk menyerap tenaga
kerja sehingga pengangguran akan berkurang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Indikator makroekonomi (pengeluaran pemerintah) berpengaruh negatif, baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Jika pengeluaran pemerintah
bertambah maka pengangguran akan berkurang. Hal ini dikarenakan pengeluaran
pemerintah di berbagai sektor ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan dan
menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang.

2. Upah minimum berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung
terhadap pengangguran. Jika upah minimum meningkat maka pengangguran juga akan
meningkat. Hal ini dikarenakan kenaikan upah minimum akan menjadi beban bagi
perusahaan sehingga perusahaan tidak menambah jumlah tenaga kerjanya atau bahkan
melakukan pemutusan hubungan kerja yang mengakibatnya bertambahnya jumlah
pengangguran.

3. Demografis secara langsung berpengaruh positif terhadap pengangguran yang berarti
jika demografis meningkat maka pengangguran juga meningkat. Demografis secara tidak
langsung berpengaruh negatif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis
melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka
pengangguran akan berkurang. Secara keseluruhan, demografis berpengaruh positif
terhadap pengangguran. Hal ini dikarenakan lapangan kerja yang tersedia tidak tidak
cukup untuk menampung semua penduduk usia produktif..
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